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RINGKASAN

Dalam dua dekade terakhir, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah
fundamental berbagai aspek kehidupan manusia, menjadikan penggunaannya sebagai suatu
keharusan, terutama dalam konteks pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Pemerintah dituntut untuk memanfaatkan TIK guna mempercepat administrasi,
meningkatkan Kkualitas Iayanan dan memperkuat integritas blrokra5| Salah satu area strategis
yang sangat terpengaruh adalah pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di sektor publik,
yang merupakan faktor krusial dalam keberhasilan lembaga pemerintah. Oleh karena itu,
manajemen SDM yang efektif, efisien, dan profesional menjadi prasyarat utama tercapainya
reformasi birokrasi yang berfokus pada hasil. Penerapan sistem informasi manajemen SDM

menjadi alat krusial untuk dukungan administratif dan pengambilan keputusan berbasis data.

Berbagai kebijakan nasional, seperti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), menegaskan pentingnya integrasi  sistem
informasi untuk pelayanan publik: yang cepat dan efisien, serta mewajibkan implementasi

sistem terintegrasi dalam manajemen pegawai dan pengembangan SDM.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatera Barat adalah
lembaga teknis yang berperan vital dalam urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi, dengan
tugas utama perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program terkait
ketenagakerjaan dan transmigrasi. Namun, pengelolaan SDM di Disnakertrans Sumatera
Barat masih menghadapi kendala, terutama prosedur administratif manual dalam pencatatan
data pegawai, absensi, penilaian Kinerja, serta laporan pelatinan. Hal ini menyebabkan
pemborosan waktu, potensi kesalahan data, dan keterbatasan dalam pemantauan. Masalah
lain meliputi kurangnya koordinasi antar unit, ketiadaan sistem informasi terpusat yang
mudah diakses, dan-minimnya pemanfaatan data untuk analisis keputusan,-yang menghambat

efektivitas manajemen SDM dan pencapaian tujuan organisasi.

Untuk mengatasi tantangan ini, Disnakertrans Sumatera Barat telah memulai
transformasi digital dengan mengimplementasikan beberapa sistem informasi berbasis

teknologi, antara lain:



=

Aplikasi Sisnaker: Layanan online untuk informasi pekerjaan, pendaftaran pelatihan,
dan lowongan kerja.

2. Sistem Absensi Online: Pencatatan kehadiran pegawai secara digital danreal-time.
3. Aplikasi e-Kinerja: Penilaian kinerja berbasis indikator yang jelas.

4. Aplikasi Madani Sumbar: Mengintegrasikan nilai- nilai ASN BerAKHLAK dalam

budaya kerja.

5. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP): Membantu perencanaan dan
transparansi. anggaran. ' 1 |

Penerapan sistem-sistem ini telah membawa manfaat berupa peningkatan efisiensi
operasional, percepatan layanan internal, danpeningkatan akuntabilitas. Namun, masih

terdapat sejumlah kendala dalam implementasinya yang perlu diatasi.

Tugas akhir ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dan solusi dalam pengelolaan
SDM di Disnakertrans, menganalisis implementasi sistem informasi berbasis teknologi, dan
mengevaluasi dampaknya terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan SDM di lembaga
tersebut. Diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat bagi penulis dalam
pengembangan kemampuan riset dan pemahaman mendalam, bagi Disnakertrans dalam
peningkatan efisiensi, akurasi data, transparansi, serta sebagai referensi kebijakan, dan bagi

universitas dalam peningkatan reputasi akademik dan pengembangan kurikulum.

Penelitian ini akan menggunakan metode studi pustaka dan observasi untuk

mengumpulkan data dan menganalisis permasalahan serta implementasi yang ada.

10



BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dua pulun tahun terakhir, kemajuan dalam teknologi informasi dan
komunikasi telah secara mendasar mengubah banyak aspek kehidupan manusia. Di zaman
digital ini, penggunaan teknologi ; informasi * bukan ‘hanyay -kebutuhan, tetapi_juga menjadi
kewajiban, terutama dalam koﬁteks pengelolaan pemerintahan yang efektif, jelas, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Sebagai penyelenggara layanan publik, pemerintah dituntut untuk
mengadopsi dan memanfaatkan teknologi informasi agar dapat mempercepat proses
administrasi, meningkatkan mutu layanan, dan memperkuat integritas dalam birokrasi (

Rohyadiet.al., 2024).

Salah satu area strategis yang sangat terpengaruh oleh perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi adalah ‘pengelolaan sumber daya manusia di sektor publik. Sumber
daya manusia adalah faktor penting dalam menilai keberhasilan lembaga pemerintah dalam
melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Oleh sebab itu, manajemen sumber daya manusia
yang dilakukan dengan cara yang efektif, efisien, dan profesional menjadi syarat utama untuk
mencapai reformasi birokrasi yang berfokus pada hasil. Dalam hal ini, penerapan sistem
informasi manajemen sumber daya manusia berperan sebagai alat krusial yang tidak hanya
sebagai .dukungan administratif, ~ tetapi, juga, sebagai, alat untuk membuat - keputusan

berdasarkan data (Supriyadi ‘& Zaharuddin, 2023).

Berbagai macam undang-undang dan kebijakan di tingkat nasional diciptakan untuk
mendorong penggunaan teknologi informasi dalam sektor pemerintahan. Salah satu
contohnya adalah instruksi dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengenai

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang menegaskan betapa pentingnya integrasi dan
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interoperabilitas  sistem informasi untuk mencapai pelayanan publik yang cepat, tepat, dan
efisien.  Dalam  peraturan ini, semua lembaga pemerintah  diwajibkan  untuk
mengimplementasikan  sistem informasi terintegrasi di  berbagai bidang, termasuk di

manajemen pegawai dan pengembangan sumber daya manusia (Kartikasari & Ni’mah, 2025).

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi-Provinsi Sumatera Barat, atau yang dikenal
sebagai Disnakertrans,| adalah sebUahAIemba’ga teknis 'di ‘bawah naungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat. Lembaga ini memegang peranan penting dalam urusan ketenagakerjaan dan
transmigrasi. Tugas utama Disnakertrans meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
dan evaluasi berbagai program yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, seperti pelatihan
kerja, penempatan tenaga kerja, pengawasan hubungan industrial, serta pengembangan
wilayah untuk transmigrasi. Semua tugas dan fungsi ini sangat bergantung pada kemampuan
dan keterampilan sumber daya manusia yang dimiliki oleh lembaga tersebut (Tim Nakertrans

Prov Sumbar, go.id).

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan sumber daya manusia di Disnakertrans Provinsi
Sumatera Barat menghadapi beberapa masalah. Salah satu isu utama yang dihadapi adalah
masih  digunakannya prosedur administratif manual dalam berbagai kegiatan pengelolaan
sumber daya manusia. Hal ini-meliputi pencatatan data pegawai, proses absensi, penilaian
Kinerja, serta laporan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi. Penggunaan sistem
manual ini- mengakibatkan pemborosan . wakiu, ‘kemungkinan terjadinya . ‘kesalahan dalam
input data, serta keterbatasan dalam pemantauan dan evaluasi yang dapat dilakukan secara

langsung.

Masalah lainnya, kurangnya koordinasi antara berbagai unit kerja, belum adanya
sistem informasi yang terpusat dan dapat diakses dengan mudah oleh semua karyawan, serta

sedikitnya penggunaan data untuk analisis dalam pengambilan keputusan. Ini menjadi
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hambatan yang menurunkan efektivitas sistem manajemen sumber daya manusia yang ada.
Akibatnya, tujuan organisasi tidak dapat dicapai secara optimal, dan pelayanan publik yang

diberikan belum mampu memenuhi tantangan zaman yang semakin rumit dan dinamis.

Untuk mengatasi masalah ini, Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat telah memulai
serangkaian langkah untuk mengubah proses—secara digital dengan menggunakan beberapa
sistem informasi berbasis teknologi, 'éntara lain: -

1. Aplikasi Sisnaker, yang menawarkan layanan online untuk informasi tentang
pekerjaan, pendaftaran pelatinan, serta akses ke lowongan kerja.

2. Sistem Absensi Online, yang memudahkan pencatatan kehadiran pegawai secara
digital dan langsung.

3. Aplikasi e-Kinerja, yang memungkinkan penilaian Kinerja berdasarkan indikator
yang jelas.

4. Aplikasi Madani Sumbar, yang menggabungkan nilai-nilai ASN BerAKHLAK dalam
cara kerja.

5. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), yang membantu dalam
perencanaan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran (Tim Nakertrans Prov

Sumbar, go.id).

Penerapan sistem informasi tersebut membawa banyak manfaat, seperti peningkatan
efisiensi operasional, —percepatan'layanan internal,‘ serta ' peningkatan akuntabilitas  di dalam
pelaporan dan perencanaan. Namun, dalam proses pelaksanaannya masih ada sejumlah
kendala yang menghalangi operasi sistem pengelolaan SDM pada Disnakertrans Provinsi

Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat tugas akhir dengan judul

“Implementasi Penggunaan Sistem Informasi Berbasis Teknologi untuk Pengelolaan

13



Sumber Daya Manusia pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Provinsi Sumatera

Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat diangkat dalam tugas
akhir ini adalah:
1. Apa kendala dan 'bagair'naﬁé 'solusi yang dihadapi daklarﬁ ‘pen"gelolaan SDM di Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana implementasi sistem informasi berbasis teknologi untuk pengelolaaan
SDM pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana dampak dari penggunaan sistem informasi berbasis teknologi pada Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Provinsi Sumatera Barat ?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi permasalahan serta mencari solusi yang tepat dalam
pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi  Sumatera Barat.

2. Untuk menganalisis bagaimana implementasi sistem informasi berbasis teknologi
diterapkan dalam pengelolaan SDM" di" Dinas- Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Sumatera -Barat.

3. Untuk mengevaluasi dampak dari penggunaan sistem informasi berbasis teknologi
terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan SDM di Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat
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Manfaat dari Penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Bagi Penulis

a.

Peningkatan Kemampuan Penelitian dan Analisis: Penulis akan mengasah
keterampilan dalam melakukan riset, menganalisis data, serta menyusun
laporan penelitian yang terstruktur.

Pengetahuqn .Mendalgm tentang Sistem Informasi dan . Manajemen SDM:
Penulis\ akan ﬁemperoleh pemahaman Iebih‘ dalém tentang  penggunaan
teknologi dalam pengelolaan SDM di sektor pemerintah.

Peningkatan ~ Keterampilan ~ Penulisan dan  Presentasi:  Penulis  akan
mengembangkan  kemampuan dalam menulis  laporan akademik dan
melakukan presentasi yang efektif.

Pengembangan Karir Profesional: Penulis dapat mengaplikasikan pengetahuan
yang diperoleh untuk ' membuka peluang karir di bidang teknologi informasi
atau manajemen SDM.

Kontribusi terhadap llmu Pengetahuan: Penulis berkesempatan memberikan
kontribusi pada pengembangan ilmu di bidang manajemen SDM dan teknologi

informasi di sektor publik.

2. Bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Bara

a.

Peningkatan =~ Efisiensi Pengelolaan SDM: Implementasi  sistem  informasi
berbasis- teknologi-. yang diusulkaridalarm penelitian -ini-_dapat - meningkatkan
efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia, seperti pengolahan data
pegawai, absensi, pelatinan, dan penilaian Kinerja, sehingga mempercepat
proses administratif.

Peningkatan Akurasi dan Keamanan Data: Dengan menggunakan sistem

informasi, data terkait SDM akan lebih terstruktur, akurat, dan aman. Hal ini
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akan mengurangi potensi kesalahan manusia dalam pengelolaan data dan
memastikan data yang tersedia lebih handal untuk pengambilan keputusan.

c. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Sistem informasi berbasis
teknologi akan mendukung transparansi dalam pengelolaan data SDM serta
memberikan kemudahan bagi pihak-pihak terkait untuk memantau dan
mengakses‘ informasi yang dkiperlukan, sehingga | meningkatkan akuntabilitas di
Iingkungan dinaé. - .

d. Pemantauan Kinerja yang Lebih Mudah: Dengan adanya sistem yang
terintegrasi, pihak dinas dapat memantau dan mengevaluasi kinerja pegawai
dan program-program yang sedang dijalankan secara lebih efektif dan real-
time, yang akan mempermudah dalam merencanakan perbaikan atau
pengembangan lebih lanjut.

e. Meningkatkan Layanan kepada Masyarakat: Sistem informasi yang efisien
akan membantu dinas memberikan layanan yang lebih cepat dan responsif
kepada masyarakat, baik dalam hal pelayanan tenaga kerja maupun program
transmigrasi.

f. Sebagai Referensi untuk Pengembangan Kebijakan: Hasil dari penelitian ini
dapat menjadi acuan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk
merancang kebijakan atau program yang lebih baik terkait dengan manajemen
SDM serta implementasi ‘teknologi diinstahsi pemerintah.

3. Bagi Universitas

a. Peningkatan Reputasi Akademik: Menyumbang pada pengembangan ilmu

pengetahuan dan meningkatkan citra universitas dalam penelitian terapan yang

relevan dengan kebutuhan sektor publik.
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b. Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran: Hasil penelitian  dapat
digunakan untuk memperbarui Kkurikulum dan sebagai studi kasus dalam
pembelajaran yang berbasis pada penerapan teknologi dan manajemen SDM.

c. Peningkatan Kerjasama dengan Pemerintah: Membuka peluang untuk
kerjasama riset dengan pemerintah dan lembaga terkait, serta memperoleh
peluang pt‘endanaanﬂuntuk proyek-proyek bersama.

d. Pengerﬁbangan kualitas Mahasiswa dan Doseh: Méningkatkan keterampilan
mahasiswa dalam penelitian dan penerapan teknologi, serta meningkatkan

kualitas profesionalisme dosen.

e. Peningkatan Pengakuan Akademik: Penelitian ini dapat dipublikasikan di
jurnal ilmiah atau dipresentasikan di konferensi, yang memperkuat daya saing

universitas di tingkat akademik.

1.5 Metode Penulisan

Metode yang penulis digunakan untuk mendapatkan data ini adalah:

1. Studi Pustaka
Metode ini merupakan metode dengan menggunakan teknik pengumpulan data
dengan cara mempelajari buku dan referensi yang berkaitan masalah yang
ditulis,contohnya; Penulis mencari referensi, membaca, mengutip dari buku untuk
dipelajart dan berharap . bisa. menjadi ‘pedoman penulis dalam menulis hasil penelitian
ini.

2. Observasi
Metode Observasi ini yaitu dengan cara pengumpulan data yang dilakukan oleh
peneliti secara langsung dengan mengamati bagaimana proses yang ada dan
bertujuan agar dapat mengetahui berbagai informasi terkait penelitian yang
dilakukan ini.
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1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh laporan ini, maka penulis menyusun sistematika, Laporan Tugas Akhir

dalam beberapa hal sebagai berikut :

BAB

BAB

BAB

BAB

I PENDAHULUAN

Pada bagian ini -menjelalska'h latar ‘belakang, “rumusand masalah, tujuan metode

penulisan, dan sistematika penulisan
1 LANDASAN TEORI

Pada bagian ini berisi tentang tinjauan teori yang menjelaskan teori-teori yang
didapatkan semasa kuliah dan buku-buku yang menjadi pedoman lainnya yang relevan

dengan judul yang ditulis.
] GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bagian ini memberikan gambaran umum dari tempat magang Yyaitu Disnaker dan
Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang berisikan tentang Sejarah, Visi dan Misi

dari Disnaker dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

v PEMBAHASAN

Bagian pembahasan . ini_merupakan hasil dari temuan. yang:didapatkan berdasarkan
proses penelitian dengan menggunakan metode yang sudah diejlaskan pada BAB 1.
pembahasan ini haruslah menyajikan fakta-fakta yang berkaitan dengan penelitian yang
pastinya haruslah memberikan informasi tentang sumber atau metode pengumpulan
data. Penjelasan yang paling penting pada bagian pembahasan ini ialah jawaban atas

rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan pada BAB .
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BAB V PENUTUP

Pada bagian penutup berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah penulis
lakukan. Pada bagian ini kesimpulan haruslah disajikan dengan Bahasa yang jelas dan
mudah dipahami dalam menyampaikan inti dari hasil penelitian ini. Dan juga pastinya

pada bagian ini juga memberikan saran.yang baik bagi Disnaker dan Transmigrasi

haruslah

Y =
ri enelitian yang telah dilakukan ini.

T e
cd
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian dan Konsep Sistem Informasi Berbasis Teknologi

Sistem, «informasi+,adalah! suatu - sistem ‘\yang.\dibuat olehmanusia meliputi
berbagai macam komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapal temuan
yaitu menghasilkan informasi  (llhamdi,et.al.,2024).  Sistem informasi = berbasis
teknologi adalah sistem informasi yang dibangun dan dijalankan dengan dukungan
perangkat teknologi modern, seperti komputer, jaringan, perangkat lunak aplikasi,
dan basis data. Teknologi ini berfungsi sebagai alat bantu untuk meningkatkan
Kinerja organisasi dalam mengelola informasi dan proses kerja (Setiawan,

et.al.,2024)

2.2 Komponen-Komponen  Sistem Informasi

Sistem informasi berbasis teknologi terdiri dari lima komponen utama yang

saling Dberinteraksi, yaitu:

1. Perangkat Keras (Hardware): Komponen fisik yang digunakan untuk
menjalankan  sistem informasi, seperti komputer, server, jaringan, dan
perangkat: lainnya.

2. Perangkat Lunak (Software): Program aplikasi .yang digunakan untuk
mengolah data, seperti sistem manajemen data, aplikasi Kkhusus untuk
pengelolaan sumber daya manusia (HRIS), sistem manajemen transmigrasi,

dan lainnya.
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3. Data: Informasi yang dikumpulkan, diproses, dan disimpan dalam sistem
untuk mendukung keputusan dan analisis lebih lanjut.

4, Prosedur: Langkah-langkah atau aturan yang digunakan untuk memproses
data, termasuk bagaimana data dikumpulkan, dianalisis, dan disebarkan.

5. Sumber Daya Manysia: Orang-orang yang, terlibat -dalam penggunaan dan
pengeiolaan slistem informasi,  seperti pe.nggunla, pengembang, dan

administrator (Santoso, et.al.,2025).

2.3 Pengertian, Tujuan dan Proses Manajemen Sumber Daya Manusia
2.3.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) adalah suatu proses yang
terorganisir untuk merencanakan, mengarahkan, mengelola, serta mengembangkan
potensi dan kemampuan sumber daya manusia dalam suatu organisasi agar dapat
berkontribusi secara optimal dalam mencapai tujuan organisasi. Manajemen SDM
mencakup berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perekrutan, pelatihan,
pengembangan, pengelolaan Kinerja, kompensasi, serta hubungan antara karyawan

dan organisasi (Widianti, 2022).

2.3.2 Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia

Tujuan;, utama--dari manajemen SDM adalah untuk -~memastikan bahwa
organisasi memiliki sumber daya manusia Yyang tepat dengan keterampilan,
pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara

efektif danefisien (Samsudin, et.al.,2024).
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2.3.3 Proses Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut (Khaeruman, et.al.,2024), proses Manajemen Sumber Daya Manusia

terdiri dari beberapa proses yaitu:

1. Perencanaan SDM: - Menentukan kebutuhan sumber daya manusia
berdasarkan tujljah' .organiSasi dan - memastikan. ‘ada kecocokan antara
kebutuhan tersebut dan karyawan yang ada.

2. Rekrutmen dan Seleksi: Proses untuk menarik dan memilih kandidat yang
sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh organisasi.

3. Pelatihan dan Pengembangan: Memberikan pelatihan untuk meningkatkan
keterampilan dan kemampuan karyawan serta mengembangkan potensi
mereka agar dapat berkontribusi lebih baik bagi organisasi.

4. Penilaian  Kinerja: © Mengukur dan mengevaluasi  kinerja  karyawan
berdasarkan tujuan dan target yang telah ditetapkan.

5. Pengelolaan Kompensasi dan Tunjangan: Menentukan dan memberikan
kompensasi, gaji, tunjangan, serta penghargaan yang adil kepada karyawan
berdasarkan kinerja dan kontribusinya.

6. Hubungan Industrial: Mengelola hubungan antara manajemen dan karyawan
untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan mengurangi potensi

konflik.

2.4 Fungsi Penggunaan Sistem Informasi Berbasis Teknologi Untuk

Manajemen Sumber Daya Manusia
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Sistem Informasi Berbasis teknologi (SIBT) sangat berperan penting dalam
manajemen sumber daya manusia (SDM) karena kemampuannya mengotomatisasi

dan menyederhanakan berbagai proses. Berikut adalah fungsi- fungsi utamanya:

1. Pengelolaan Data Karyavyan
Sistem Ihmrhagi Berbasis Teknologi menyimpan aén rhengelola data karyawan
(pribadi, riwayat Kkerja, pendidikan, pelatihan) secara efisien, meningkatkan
akurasi, dan memudahkan akses, sekaligus mengurangi kesalahan manual
(Salam,et.al.,2023).

2. Rekrutmen dan Seleksi
Mempercepat proses rekrutmen dari penerimaan lamaran hingga seleksi dengan
otomatisasi pengolahan, data pelamar, memudahkan manajer mengevaluasi
kandidat berdasarkan kriteria (Kusuma, 2024).

3. Penggajian dan Kompensasi
Mengotomatisasi perhitungan gaji, tunjangan, bonus, pajak, dan potongan,
mengurangi  kesalahan, serta memastikan pembayaran tepat waktu dan
transparan ( Lubis,et.al., 2025).

4. Absensi dan Kehadiran
Memantau kehadiran” karyawan secara ‘otomatis, melalui sistem -elektronik (kartu,
biometrik, aplikasi web), mengurangi kecurangaﬁ, dan  mempermudah
pengelolaan data kehadiran serta perhitungan jam kerja (Purwanto,et.al., 2024).

5. Pelatihan dan Pengembangan Karyawan
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Mengelola data terkait pelatihan, jadwal, materi, dan evaluasi hasil, memastikan
karyawan menerima pelatihan yang tepat sesuai kebutuhan organisasi dan
memantau kemajuan keterampilan (Maulana, 2022).

6. Penilaian Kinerja Karyawan
Memungkinkan evalyas'i, kinerja ,yang lebih objektif dan terstruktur melalui
umpan bélik dan data hasil kerja, menjadi dasar kuét uhtuk keputusan promosi,
kenaikan gaji, atau penghargaan, serta perencanaan karier (Zati, 2025).

7. Manajemen Pengembangan Karier
Membantu merencanakan dan mengelola jalur karier karyawan dengan mencatat
riwayat dan merekomendasikan pengembangan Kketerampilan serta peluang
promosi, sehingga meningkatkan retensi karyawan (Iswahyudi,et.al., 2023).

8. Manajemen Penggantian dan Rotasi Karyawan
Memungkinkan manajer SDM merencanakan penggantian posisi atau rotasi
karyawan dengan memantau kualifikasi, keterampilan, dan pengalaman yang
tersedia, memastikan  keberlanjutan  operasi dan  optimalisasi SDM
(Rachman,et.al., 2024).

9. Peningkatan Pengambilan Keputusan
Dengan data SDM yang terorganisir dan dapat diakses real-time, Sistem
Informasi - Berbasis | Teknologi mendUkung pengambilan keputusan yang lebih
cepat dan akurat dalam berbagai aspek manajemen SDM, alokasi sumber daya,
dan kebijakan perusahaan (Waldiet.al., 2024).

10. Pelaporan dan Analisis Data SDM

24


https://scholar.google.com/citations?user=5Zlru4YAAAAJ&hl=id&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=B2zDd0gAAAAJ&hl=id&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=xVZMF-wAAAAJ&hl=id&oi=sra

Memungkinkan pembuatan laporan dan analisis SDM (misalnya, perbandingan
Kinerja, tingkat absensi, produktivitas, kepuasan karyawan), memberikan
wawasan mendalam bagi manajer untuk kebijakan strategis dan peningkatan
pengelolaan SDM (Pratama,et.al., 2023).

11. Kepatuhan terhaqlap Regulasi dan Kebijakan
Membanfu organiéasi memastikan kepatuhan terhédép .regulasi ketenagakerjaan
dan kebijakan internal (cuti, jam kerja, kontrak kerja), mengurangi risiko
hukum, dan menjaga hubungan baik dengan karyawan (Arifinet.al., 2024).

12. Meningkatkan Pengalaman Karyawan
Menyediakan akses mudah bagi karyawan untuk melihat informasi pribadi,
mengajukan cuti, atau mengecek gaji dan absensi melalui portal karyawan
berbasis teknologi, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan dan transparansi

(Rahmatullah, 2025).

2.5. Keuntungan Penggunaan Sistem Informasi Berbasis Teknologi untuk

Manajemen Sumber Daya Manusia

1. Peningkatan Efisiensi Operasional
Sistem Informasi Berbasis Teknologi mengurangi waktu dan tenaga untuk
pekerjaan administratif, manual seperti, penggajian, absensi, dan -rekrutmen.
Misalnya, - sistem penggajian otomatis menghilangkan  —kebutuhan perhitungan
manual, menghemat waktu, dan meminimalkan kesalahan (Rahmatullah, 2025).
2. Akurasi dan Keandalan Data
Sistem Informasi Berbasis Teknologi memastikan data yang dikelola lebih

akurat dan terstruktur. Data dapat divalidasi otomatis, mengurangi kesalahan

25


https://scholar.google.com/citations?user=DW7E-FwAAAAJ&hl=id&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=h6AL-F4AAAAJ&hl=id&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=XEdUd-QAAAAJ&hl=id&oi=sra

manusia. Contohnya, input data absensi dan gaji secara otomatis mengurangi
risiko kesalahan perhitungan manual (Prayoga,et.al., 2025).

3. Penyimpanan dan Akses Data yang Mudah
Sistem Informasi Berbasis Teknologi menyimpan data secara digital,
memungkinkan akses_ Gepat kapan (saja, dan dari mana-saja (terutama melalui
sistem clbud). Rekam jejak karyawan, misalnya, .d‘apaf diakses manajer SDM
tanpa perlu memeriksa dokumen fisik (Az Zahra,et.al, 2025).

4. Automatisasi Proses Bisnis
Banyak proses manual seperti penggajian, absensi, dan pengelolaan cuti dapat
diotomatisasi, mengurangi beban kerja dan memungkinkan karyawan fokus pada
tugas strategis. Sistem HRIS, misalnya, mengotomatisasi pengajuan cuti dan
perhitungan tunjangan (Rahmatullah, 2025).

5. Pengambilan Keputusan yang Lebih Cepatdan Tepat
Sistem Informasi Berbasis Teknologi menyediakan data akurat dan real-time,
memungkinkan manajer membuat keputusan berbasis data lebih cepat. Laporan
kinerja karyawan yang dapat diakses langsung, misalnya, memungkinkan
evaluasi dan keputusan promosi atau perbaikan Kinerja yang segera
(Mahardi,et.al., 2024).

6. Peningkatan Transparansi ' dan Akuntabilitas
Dengan sistem  terintegrasi, informasi mudah dipantau dan dilacak,
meningkatkan transparansi dan memastikan kepatuhan terhadap aturan. Laporan
absensi atau penggajian dapat diakses pihak berwenang untuk memastikan

keputusan sesuai kebijakan (Aini, 2025).
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7. Pengelolaan Kinerja yang Lebih Efektif
Sistem Informasi Berbasis Teknologi memfasilitasi evaluasi kinerja karyawan
yang sistematis dan objektif. Data terorganisir membantu manajer melacak
perkembangan karyawan dan membuat keputusan terkait pengembangan Kkarier
atau  penghargaan ‘dgngan hasil - evaluasi, . yang lebin tepat dan adil
(Qomr&ah,et.al.,ZbZS). il

8. Peningkatan Kepuasan Karyawan
Karyawan dapat dengan mudah mengakses informasi status kehadiran, gaji, dan
pengembangan karier melalui portal atau aplikasi mobile, meningkatkan
pengalaman dan kepuasan mereka. Contohnya, melihat gaji atau mengajukan
cuti online mengurangi ketergantungan pada proses manual yang lambat (Kunio,
2024).

9. Pengurangan Biaya Operasional
Dengan mengotomatisasi banyak proses administratif, —organisasi  dapat
mengurangi  kebutuhan  staf  administrasi,  sehingga  mengurangi  biaya
operasional. Otomatisasi penggajian dan absensi, misalnya, mengurangi
kebutuhan staf tambahan dan potensi kesalahan (Yusman,et.al., 2024).

10. Dukungan dalam Pengelolaan Karyawan Jarak Jauh
Sistem,Informasi 'Berbasis Teknoldgi mempermudah- pengelolaan karyawan
jarak jauh, termasuk absensi, pengajuan cuti, dan pelaporan kinerja online.
Sistem Dberbasis cloud memungkinkan karyawan remote mengakses informasi

kapan saja dan di mana saja (Maulani,et.al.,2025).

27


https://scholar.google.com/citations?user=On_zwGYAAAAJ&hl=id&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=0QXxtNAAAAAJ&hl=id&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=-wxoEg4AAAAJ&hl=id&oi=sra

11. Kemudahan dalam Pemantauan Kepatuhan dan Regulasi
Sistem Informasi Berbasis Teknologi mempermudah organisasi memantau
kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan dan regulasi (misalnya, pembayaran
upah, hak cuti). Sistem penggajian otomatis dapat disesuaikan dengan peraturan
pajak dan ketentugn' pemerintah, .-meminimalkan risiko. . pelanggaran  hukum
(Budimaﬁ,et.al., 2624). 2

12. Kemampuan untuk Mengembangkan Kebijakan SDM yang Lebih Baik
Dengan data lengkap dan analitik yang tajam, organisasi dapat merancang
kebijakan SDM yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan. Analisis data kinerja
dapat memicu program pelatihan yang lebih sesuai dengan tujuan jangka
panjang organisasi (Damayantiet.al.,2024).

13. Peningkatan Kemampuan Analisis dan Pelaporan
Sistem Berbasis Informasi Teknologi memungkinkan pembuatan laporan analitis
mendalam yang mendukung keputusan berbasis data. Analisis tren absensi,
produktivitas karyawan, atau tingkat turnover dapat memberikan wawasan

berharga untuk pengambilan keputusan strategis (Cahyadiet.al., 2025).

2.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Sistem

Informasi Berbasis Teknologi da|am Organisasi Publik

Keberhasilan penerapan Sistem Informasi Berbasis- Teknologi (SIBT) di
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatera Barat

sangat bergantung pada beberapa faktor kunci yang saling berkaitan.
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1. Dukungan Penuh dari Pimpinan
Komitmen kuat dari Kepala Dinas dan jajaran pimpinan lainnya sangat penting.
Ini berarti adanya alokasi anggaran, penetapan target yang jelas, dan dorongan
aktif agar selurunh pegawai menggunakan sistem. Tanpa dukungan ini, upaya
digitalisasi - bisa terhgmpat (Sujanto,2021),

2. Kesiapan SDM dan Literasi Digital
Kemampuan pegawai dalam mengoperasikan teknologi dan pemahaman literasi
digital mereka adalah inti dari keberhasilan. Tantangan utama di Disnakertrans
adalah perbedaan tingkat literasi digital, terutama pada pegawai senior. Oleh
karena itu, pelatihan yang terencana dan berkelanjutan sangat vital (Prasilowati
& Anggrayni, 2025).

3. Infrastruktur Teknologi' yang Memadai
Sistem memerlukan fondasi kuat berupa perangkat keras yang cukup (komputer,
server), jaringan internet yang stabil, dan perangkat lunak pendukung. Kendala
akses internet dan keterbatasan perangkat di beberapa unit kerja, terutama di
wilayah transmigrasi, dapat menjadi penghalang besar (Manuaba,et.al., 2024).

4. Sistem yang Sesuai Kebutuhan
Sistem Informasi Berbasis Teknologi harus fungsional, user-friendly, dan benar-
benar relevan dengan alur' kerja nyafa di- Disnakertrans. Keterlibatan pengguna
akhir dalam pengembangan atau penyesuaian sistem seperti Sisnaker dan e-

Kinerja akan membantu memastikan penerimaan dan pemanfaatan maksimal
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5. Budaya Organisasi yang Adaptif
Perlawanan terhadap perubahan, terutama dari kebiasaan kerja manual yang
sudah mengakar, dapat menjadi ganjalan. Penting untuk membangun budaya
yang terbuka terhadap inovasi dan transformasi digital, didukung oleh nilai-nilai
seperti ASN BeerKH‘LAK.

6. Kebijakan dan Regulési Internal yang Kuat
Selain Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Disnakertrans memerlukan
kebijakan internal yang spesifik (misalnya, Peraturan Kepala Dinas) yang
mewajibkan penggunaan sistem. Prosedur Operasional Standar (SOP) yang jelas
mengenai penggunaan sistem, keamanan data, dan hak akses juga krusial.

7. Evaluasi dan Pengembangan Sistem Berkelanjutan
Sistem Infromasi Berbasis Teknologi bukanlah solusi sekali jalan; ia perlu terus
dievaluasi dan dikembangkan berdasarkan umpan balik pengguna dan dinamika
kebutunan organisasi. Evaluasi berkala terhadap sistem yang ada akan
membantu mengidentifikasi area perbaikan (Darmawan,et.al., 2023).

8. Integrasi dan Interoperabilitas Sistem
Mengingat Disnakertrans menggunakan berbagai sistem (Sisnaker, e-Kinerja,
Madani Sumbar, SIRUP), kemampuan integrasi antar sistem sangat penting. Ini
mencegah - duplikasi.. dan inkonsistersi data, ‘serta memungkinkan pertukaran

informasi yang lancar dengan sistem lain ditingkat regional maupun nasional.
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BAB Il

GAMBARAN UMUM INSTANSI

3.1 Gambaran Instansi

3.1.1 Profil Instansiy, i |

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dibentuk
berdasarkan, yaitu

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat .

2. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah (Bab XII) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

3. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No. 111 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai dengan Kketentuan yang termaktub dalam Peraturan Gubernur
Sumatera  Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang ' Kedudukan -Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah,. pada pasal 166 ayat
(1)dijelaskan bahwa Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan
dibidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah;

dan ayat (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan
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bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pasal 168 ayat (1)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tuga membantu Gubernur
melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi
yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada

daerah.

Pasal 168 ayat (2), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera
Barat mempunyai fungsi penyelenggaraan perumusan Kkebijakan teknis bidang
Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah;
1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan
bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah.
2. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang Tenaga Kerja dan bidang
Transmigrasi; dan

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.1.2 Makna Logo Instansi

Logo Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Provinsi Sumatera Barat yang
dikenal dengan “Lambang Tuah Sakato”, memiliki makna yang mendalam terkait
dengan adat, budaya, dan semangat masy'/araikat Minangkabau. lambang ini diadopsi

padatahun 1971 dan merepresentasikan berbagai aspek penting dari Sumatera Barat.

[sUmarena sarar |
|
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Gambar 3.1.2 Logo Disnakertrans Prov. Sumbar

Logo Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Provinsi Sumatera Barat
memiliki beberapa makna tersendiri, yaitu:
1. Perisai Segi Lima
Melambangkan falsafah | Pancasila sebagai | dasarcr negara dan jup
mencerminkan kesatuan dan persatuan masyarakat.

2. Rumah Gadang

Merupakan simbol adat dan budaya Minangkabau yang kaya akan nilai-nilai
luhur.

3. Atap Masjid Bertingkat Tiga
Melambangkan agama Islam yang menjadi keyakinan mayoritas penduduk
Sumatera Barat.

4. Bintang
Menandakan cita-cita luhur dan semangat untuk mencapai kemajuan.

5. Gelombang Air Laut
Menggambarkan potensi sumber daya alam bahari yang dimiliki Sumatera
Barat.

6. Semboyan "Tuah Sakato™

Memiliki- arti-bahwa keberuntungan atau kemajuan hanya bisa dicapai melalui

kerjasama dan persatuan.
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Secara keseluruhan, lambang ini mencerminkan semangat gotong royong,
persatuan, dan kemajuan Sumatera Barat dalam bidang ketenagakerjaan transmigrasi,

dengan tetap menjunjung tinggi adat, budaya, dan nilai-nilai agama.

3.2 Visi dan Misi Instansi
Visi dan MisiDinas 'Tenéga'Kerja dan Trénsmigrasi Provinsi | Sumatera Barat:
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengaruh
terampil dan berdaya saing
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan adalah
Basandi syara’ Basandi Kitabullah
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan,
peternakan dan perikanan
4. Meningkatkan ‘usaha perdagangan dan industri kecil menengah serta
ekonomi berbasis digital

5. Meningkatkan ekonomi kreatif dandaya yang kepariwisataan

6. Meningkatkan  pembangunan insfrastruktur  yang berkeadilan  dan
berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih

akuntabel serta berkualiatas.

3.3 Sejarah Instansi
Sejarah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi
Sumatera Barat (Sumbar) berawal dari kebutuhan untuk mengelola dan mengatur

sektor tenaga kerja dan transmigrasi di daerah tersebut, terutama sebagai bagian dari
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upaya pemerataan pembangunan di Indonesia, Khususnya diluar Pulau Jawa. Berikut

adalah gambaran sejarahnya:
1. Masa Awal dan Pembentukan Program Transmigrasi (1960-an - 1970-an)

Pada era Qrde Baru, terutama di tahun 1960-an hingga 1970-an, pemerintah
Indonesia rﬁengembaﬁgkan kebijakan transmigrasi | untﬁk mengatasi = masalah
kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Sumatera Barat, dengan jumlah penduduk yang
relatif tinggi pada masa itu, menjadi salah satu provinsi yang terlibat dalam program

transmigrasi.

Program transmigrasi bertujuan untuk mendistribusikan penduduk ke daerah
yang lebih sedikit penduduknya dan memiliki potensi ekonomi yang belum tergarap,
seperti di Kalimantan, ‘Sulawesi, dan Sumatera bagian lain. Pemerintah Sumbar
mendukung program ini ‘dengan mengarahkan transmigran untuk menempati daerah-

daerah tertentu di dalam wilayah provinsi dan luar provinsi.

2. Pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Era 1980-an- 1990-an)

Seiring  berjalannya  waktu, untuk  memperkuat kebijakan tersebut,
pemerintah provinsi membentuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang
bertugas * untuk; mengelola- program  transmigrasi; -mengatur, ‘ketenagakerjaan, serta
menangani berbagai masalah terkait dengan tenaga kerja dan transmigran. Pada masa
ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumbar mulai bekerja lebih
intensif untuk melaksanakan program transmigrasi yang didorong oleh pemerintah

pusat.
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Selain itu, pada periode ini, pemerintah juga mulai memberikan perhatian
lebih pada pelatinan keterampilan bagi pekerja, untuk meningkatkan kualitas tenaga
kerja di Sumatera Barat. Sehingga, para transmigran tidak hanya dipindahkan ke
daerah baru tetapi juga diberikan pelatihan agar mereka bisa berkontribusi secara

aktif di sektor-ekonomi. .

3. Reformasi dan Penyesuaian Program Transmigrasi (1998 - 2000-an)

Pada era reformasi pasca-1998, terjadi perubahan signifikan dalam
kebijakan transmigrasi. Program transmigrasi yang sSemula difokuskan pada
pemindahan penduduk ke daerah-daerah tertentu mulai mengalami evaluasi dan

penyesuaian, seiring dengan perubahan dinamika sosial dan ekonomi.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi mulai menyesuaikan kebijakan transmigrasi dengan memperhatikan
aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Pengelolaan
transmigrasi menjadi lebih selektif, dan pemerintah lebih fokus pada pemberdayaan

ekonomi serta pembangunan daerah secara menyeluruh.
4. Fungsionalisasi dan Penguatan Sektor Tenaga Kerja (2010-an - Sekarang)

Pada ;dekade -terakhir, Dinas Tenaga - Kerja dan" Transmigrasi Provinsi
Sumbar semakin fokus pada peningkatan kualitas tenaga kerja, penguatan
perlindungan tenaga kerja, dan pemberdayaan para transmigran yang sudah berada di
daerah tujuan. Selain itu, program transmigrasi tidak lagi menjadi satu-satunya fokus,

melainkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga bekerja keras untuk mengatasi
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isu-isu  ketenagakerjaan, seperti pengangguran, pelatihan  keterampilan, serta

peningkatan kesejahteraan pekerja.

Selain itu, dengan berkembangnya industri pariwisata dan sektor-sektor lain
di Sumatera Barat, Disnakertrans juga-berperan dalam menyediakan tenaga kerja

terampil  yang dapat‘mendUku'ng sektor-sektor tersebut.) |
5. Pemberdayaan Masyarakat dan Keberlanjutan Program

Di era modern, Disnakertrans Provinsi Sumbar lebih mengedepankan
pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan. Transmigrasi yang
dilakukan tidak hanya berfokus pada pemindahan penduduk, tetapi juga memastikan

bahwa transmigran dapat mandiri secara ekonomi dan sosial.

3.4 Unit Tempat Magang

Unit Kesekretariatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Sumatera Barat merupakan salah satu bagian yang memiliki peran penting dalam
mendukung kelancaran administrasi dan operasional dinas. Tugas utama unit ini
adalah mengelola urusan administrasi, keprotokolan, dan komunikasi internal serta

eksternal yang berkaitan dengan kegiatan dinas.

Beberapa tugas ‘dan fungsi utama unit kesekretariatan antaralain:
1. Administrasi  Umum: Menyusun dan mengelola administrasi  surat-

menyurat, dokumentasi, serta arsip yang berkaitan dengan kegiatan dinas.
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Koordinasi Kegiatan: Membantu koordinasi antara berbagai unit di dalam
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta dengan pihak eksternal, seperti
lembaga pemerintah lainnya atau organisasi masyarakat.

Protokoler: Menangani urusan protokoler, baik dalam kegiatan internal
maupun katema!, yang -+ imelibatkan,  pimpinandinas. Ini termasuk
penWsunan jédwal kegiatan, persiapan acara,. dan édministrasi terkatt.
Layanan Informasi: Memberikan informasi yang relevan baik kepada
masyarakat maupun kepada instansi lain terkait dengan kebijakan, program,
dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Keuangan dan Anggaran: Membantu dalam pengelolaan anggaran dan

keuangan yang berkaitan dengan kegiatan kesekretariatan.

Secara keseluruhan, unit kesekretariatan bertugas untuk menjaga kelancaran

operasional administrasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sehingga seluruh

kegiatan yang berkaitan dengan tenaga Kkerja, transmigrasi, Serta pengembangan

SDM dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

3.5 Struktur Organisasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatera

Barat memiliki struktur'-.organisasi yang‘ dirancang. untuk mendukung _pelaksanaan

tugas dan fungsinya dalam bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Struktur

organisasi tersebut terdiri atas:

Kepala Dinas: Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan tugas dan

fungsi Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat.
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Sekretaris Dinas : Mendukung kelancaran administrasi operasional dinas
dan penghubung antar bagian di dinas, serta antara dinas dengan instansi
atau lembaga lainnya.
Sekretariat: Mendukung administrasi umum dan kepegawaian, terdiri dari:

a. -Sub Bagiar{\‘ umum danKepegawaian.
Bidéng Pelaﬁhan dan Penempatan Tenégé .Kerja: Berfokus pada
peningkatan kompetensi dan penempatan tenaga kerja, dengan seksi-seksi
berikut:

a. SeksiPelatinan Kerja

b. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Produktivitas
Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan: Mengawasi
dan membina hubungan industrial, terdiri dari:

a. Seksi Hubungan Industrial dan Kelembagaan

b. Seksi Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
Bidang Transmigrasi: Bertanggung jawab atas perencanaan, pembangunan,
dan pengembangan kawasan transmigrasi.
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Mendukung operasional teknis,
terdiri dari:

a. UPRTD Balai Latihan Kerja‘(BLK) Padang Panjang

b. UPTD BLK Payakumbuh

c. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan
Kelompok Jabatan Fungsional: Berperan dalam pelaksanaan tugas teknis

tertentu sesuai dengan kompetensinya.
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BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Kendala yang Dihadapi dalam Pengelolaan SDM di Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Provinsi' Sumatera Barat .’

Penerapan sistem-sistem seperti Sisnaker, absensi online, e-kinerja, madani
sumbar dan SIRUP telah membawa banyak manfaat, seperti peningkatan efisiensi
operasional, percepatan layanan internal, serta peningkatan akuntabilitas di dalam
pelaporan dan perencanaan. Namun, dalam proses pelaksanaannya, masih ada
sejumlah permasalahan yang menghalangi optimasi sistem penyelesaian SDM pada
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

1. Rendahnya kemampuan digital yang dimiliki beberapa pegawai
Dari hasil observasi: yang dilakukan dengan karyawan di Disnakertrans,
terlihat adanya perbedaan dalam literasi digital diantara para pegawai:

a. Karyawan yang berumur 20-30 an memiliki latar belakang pendidikan di

bidang teknologi lebih cepat menyesuaikan diri dengan sistem digital.

b. Karyawan yang berumur 40-50 an masih menghadapi kendala dalam

penggunaan  perangkat digital serta sistem informasi yang tersedia..

2. Pelatihan-SDM yang tidak merata

Pelatihan SDM vyang dilakukan masih bersifat sementara dan tidak merata
menyentun semua level karyawan, hal ini mengakibatkan tidak semua
karyawan mendapatkan pelatinan tersebut, sehingga membatasi efisiensi dan

efektivitas dari pengelolaan tenaga kerja
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3.

5.

Panduan teknis untuk sistem informasi juga belum disusun dalam format
yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga membuat pegawai bergantung
pada rekan lain atau tim teknis

Dukungan infrastruktur  seperti  jaringan internet (Wifi) dan perangkat
komputer yang l‘t‘idgk merata, i beberapa bagian  ruangan unit Kerja,
berdahpak padéefektivitas penggunaan sistem.. 2

Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran yang tidak memadai menjadi kendala utama yang
menyebabkan  pelaksanaan  program pelatihan dan  pengembangan
kompetensi keterampilan serta sarana pendukungnya kurang optimal. Hal
ini dapat mengakibatkan kinerja proses pembelajaran dan pengembangan
keterampilan menjadi menurun dan menghambat tercapainya tujuan jangka

panjang peningkatan SDM pada Disnakertrans Prov Sumbar.

Dari permasalahan-permasalahan di atas, solusi yang dapat diberikan untuk

mengatasinya, Yyaitu :

i

2.

Menyelenggarakan pelatinan literasi digital secara rutin dan terstruktur.
Menerapkan program pendampingan antar pegawai (Digital Buddy System),
di mana pegawai- muda mendampingi pegawai Senior dalam menggunakan
sistem.

Menyediakan modul pembelajaran mandiri berupa buku panduan, video
tutorial, dan FAQyang mudah diakses kapan pun.

Menyusun Rencana Pelatihan Tahunan (Training Roadmap) untuk seluruh

pegawai berdasarkan kebutuhan tiap unit Kkerja.
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10.

11.

2.

13.

14,

Mengimplementasikan blended learning, vyaitu kombinasi pelatihan tatap
muka dan daring, untuk menjangkau lebih banyak peserta.

Menyusun SOP dan buku panduan teknis untuk setiap sistem informasi
yang digunakan, dalam format digital dan cetak.

Membuat vjdeo Autorial singkat wntuk fitur-fitur utama- sistem.

Merﬁbentuk Itim helpdesk internal sebagai. busét bantuan teknis cepat
tanggap, melalui WhatsApp, email, atau platform komunikasi internal
lainnya.

Melakukan pemetaan dan audit infrastruktur teknologi (komputer, printer,
jaringan) di selurun unit Kerja.

Mengajukan pengadaan perangkat secara bertahap dengan mengutamakan
unit yang paling membutuhkan.

Mengoptimalkan perangkat yang ada, melalui sistem rotasi antarunit atau
penggunaan perangkat pribadi dengan kebijakan keamanan data.

Menjalin kerja sama dengan lembaga pelatihan, perguruan tinggi, atau mitra
swasta melalui program CSR.

Memanfaatkan sumber pendanaan alternatif, seperti Dana Alokasi Khusus
(DAK), Dana Dekonsentrasi, atau bantuan dari kementerian.

Menyusun skala. prioritas . program dan' menggunakan aplikasi open-source

untuk efisiensi biaya pengembangan sistem.
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4.2 Implementasi Sistem Informasi Berbasis Teknologi untuk Pengelolaaan
Sumber Daya Manusia

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatera
Barat secara agresif mengadopsi teknologi informasi untuk  meningkatkan
pengelolaan sumberldayg manusia (SDM) dan  kualitas layanan publik. Inisiatif ini
selaras dengén Peratu}an Gubernur Sumatera Barat N(‘)mo.r 15 Tahun 2018 yang

menekankan pentingnya pengembangan aplikasi pemerintah daerah.

Salah satu langkah signifikan adalah penerapan Aplikasi Kinerja ASN
Terintegrasi. Pada Oktober 2022, Badan Kepegawaian Negara (BKN) bahkan
memberikan pendampingan teknis kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk
mengoptimalkan ~ penggunaan  aplikasi ini. Disnakertrans, bersama beberapa
perangkat daerah lain seperti Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Kearsipan,
terlibat dalam proyek percontohan ini, menunjukkan komitmen kuat terhadap

modernisasi administrasi publik.

4.2.1 Aplikasi Sisnaker

Sejak 2019, Disnakertrans juga telah mengembangkan Sistem Informasi
Ketenagakerjaan (Sisnaker). Aplikasi Sisnaker (Sistem Informasi Tenaga Kerja)
adalah platform ‘digital “yang ‘berfungsi untuk - meudahkan pengelolaan data dan

layanan terkait tenaga kerja (Jumanah, 2024).
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Aplikasi ini memiliki beberapa Fungsi, yaitu :

1. Pendaftaran dan pengelolaan data tenaga kerja
Memudahkan pencatatan data tenaga kerja secara digital, termasuk
informasi pekerja formal dan informal.

2. Pengelolaan .Infor_r_nas'.i, Loqugan Kerja
Merfyediakanl informasi  lowongan pekerjaan. yang tersedia bagl pencari
kerja secara terpusat dan mudah diakses.

3. Pelayanan Perizinan dan Administrasi
Memfasilitasi proses administrasi seperti pengajuan surat zin kerja,
pembuatan kartu tenaga kerja, dan dokumen lain secara online.

4. Pemantauan Ketenagakerjaan
Memungkinkan - pemerintah daerah memantau kondisi pasar tenaga Kkerja,
tingkat pengangguran, dan kebutuhan tenaga kerja.

5. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
Mendukung program pelatihan dan pengembangan keterampilan tenaga
kerja melalui informasi dan pendaftaran pelatihan.

6. Pelaporan dan Statistik
Menghasilkan data dan laporan terkait tenaga kerjayang membantu
perencanaan kebijakan dan pengaimbilan keputusan.

7. Pengaduan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Memfasilitasi pengaduan tenaga kerja terkait masalah ketenagakerjaan dan

menyediakan informasi perlindungan hukum ( Fikri & Ikhsan, 2025).



Kelebihan aplikasi Sisnaker adalah sebagai berikut:

1. Digitalisasi Data Tenaga Kerja.
Mempermudah pencatatan, penyimpanan, dan pengelolaan data tenaga kerja
secara digital sehingga lebih akurat dan mudah diakses kapan saja.

2. Efisiensi Prolses Administrasi.
Merﬁpercepatl layanan administrasi ketenagake.rj‘aan. seperti  pengurusan izin
kerja, pendaftaran tenaga kerja, dan pelaporan secara online tanpa harus
datang ke kantor.

3. Akses Informasi Lowongan Kerjayang Terpusat.
Menyediakan platform terpusat untuk informasi lowongan kerja sehingga
pencari kerja dapat dengan mudah menemukan peluang kerja sesuai
kualifikasi.

4. Memudahkan Pemantauan dan Pengambilan Keputusan.
Pemerintah dapat memantau kondisi pasar tenaga kerja secara real-time
melalui data yang terintegrasi, sehingga kebijakan ketenagakerjaan lebih
tepat sasaran.

5. Mendukung Pengembangan SDM
Menyediakan akses ke program pelatihan dan pengembangan keterampilan
yang dapat membantu ‘tenaga kefja meningkatkan ‘kompetensi.

6. Transparansi dan Akuntabilitas
Proses yang tercatat secara digital membuat layanan lebih transparan dan

memudahkan pengawasan serta audit.
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7. Kemudahan Pengaduan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Memfasilitasi tenaga kerja untuk menyampaikan kelunan atau pengaduan
secara mudah dan cepat, serta mendapatkan perlindungan hukum yang lebih

baik.

‘,\ A %
1 A 1 ) \“/;,.1,

8. Hemat Waktu dan Biaya: -
LIINDY 2 : ' \ S

Dengan layanan online, tenaga kerja dan pengusaha tidak perlu

mengeluarkan banyak waktu dan biaya untuk urusan administrasi

(Amane et.all., 2025).

Gambar 4.2.1 Aplikasi Sisnaker

4.2.2 Absensi Online

Dalam hal kedisiplinan pegawai, Sistem Absensi Pegawai Berbasis Online
telah dikembangkan untuk mempermudah pencatatan kehadiran secara daring,
memungkinkan pemantauan real-time, dan terintegrasi dengan sistem penilaian
kinérja. Ini. sangat mendukung ‘penihgkataﬁ d'isip‘lin.kerja dan efektivitas pengawasan

internal (Wijaya & Ratniasih, 2025).
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Sistem Absensi Pegawai Berbasis Online ini memiliki beberapa fungsi, yaitu :

1.

Monitoring Kehadiran Pegawai Secara Real-Time

a. Memungkinkan pimpinan untuk melihat kehadiran pegawai secara
langsung dan akurat.

b. Data kehadir_an'bisa dipantau - dari mana, saja dan kapan saja.

Pencafatan Otoﬁlatis dan Akurat . .

a. Mengurangi risiko humanerror dalam pencatatan manual.

b. Data tersimpan secara digital dan aman, serta mudah diakses untuk
keperluan rekap atau audit.

Efisiensi Waktu dan Proses

a. Proses absensi lebih cepat dibanding metode manual.

b. Otomatisasi ' reKapitulasi bulanan, termasuk perhitungan keterlambatan,
lembur, dan izin.

Mendukung Penilaian Kinerja

a. Data absensi bisa menjadi bagian dari penilaian kinerja (misalnya,
dalam sistem e-kinerja ASN).

b. Memudahkan evaluasi disiplin kerja pegawai.

Integrasi dengan Sistem Lain

a.. Dapat diintegrasikan dengan‘sistem informasi -kepegawaian (SIMPEG),
e-kinerja, atau payroll.

b. Membantu penyusunan laporan kepegawaian secara menyeluruh.

Transparansi dan Akuntabilitas

a. Mengurangi potensi manipulasi data absensi.
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b. Menumbuhkan budaya kerja yang jujur dan disiplin.

7. Mendukung Sistem Kerja Fleksibel
Bisa diterapkan untuk sistem kerja Work From Home (WFH) atau dinas
luar, melalui GPS atau selfie check-infout. Cocok untuk era digitalisasi dan

adaptasi terhadap. sistem; kerja medern,(Tim Paper go.id, 2025).

Kelebihan sistem Absensi Pegawai Berbasis Online

1. Monitoring Kehadiran ASN dan Pegawai Non-ASN
a. Real-time: Disnaker dapat memantau kehadiran pegawai secara
langsung setiap hari.
b. Terintegrasi dengan sistem kepegawaian (e-Kinerja, SIASN, dsb).
c. Meningkatkan disiplin kerja ASN sesuai regulasi pemerintah.
2. Mendukung Evaluasi® Kinerja Pegawali
a. Data absensi otomatis digunakan untuk menilai kedisiplinan dan
produktivitas pegawal.
b. Mempermudah dalam pembuatan SKP, penilaian tunjangan kinerja, dan
laporan bulanan.
3. Transparansi dan Akuntabilitas
a. Mengurangi manipulasi data kehadiran (titip absen, absen ganda, dli).
b.- ‘Memudahkan pengawasan oleh inspektorat atau BPK saat audit.
4. Mendukung Program Digitalisasi Pemerintah
a. Selaras dengan program SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik).
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b. Disnaker menjadi contoh bagi perusahaan dan instansi lain dalam
penerapan teknologi tata kelola SDM.
5. Pengawasan Kepatuhan Perusahaan Swasta
a. Disnaker dapat mendorong perusahaan di  wilayahnya  uniuk
menerapkan, sistem absensiconline.., 4
b. I“Data'dapélt digunakan untuk audit | ketenééake:rjaan, pengawasan jam
kerja, lembur, dan cuti sesuai UU Ketenagakerjaan.
6. Data Terpadu untuk Kebijakan Tenaga Kerja
Data absensi dari perusahaan (jika terintegrasi) bisa digunakan untuk:
a. Analisis produktivitas sektor industri
b. Perencanaan pelatihan atau sertifikasi
c. Pemantauan' tenaga kerja kontrak dan outsourcing
7. Keamanan dan Efisiensi Administrasi
a. Minim risiko kehilangan data absensi.
b. Mengurangi biaya operasional untuk logistik absensi (kertas, printer,

mesin fingerprint).

AN

Absensi Online

Gambar 4.2.2 Absensi Online Disnakertrans Prov Sumbar.

4.2.3 EKinerja
E-Kinerja adalah sistem elektronik yang digunakan untuk mencatat, memantau,

dan menilai kinerja aparatur sipil negara (ASN) secara digital, berbasis tugas dan
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capaian kerja harian, bulanan, maupun tahunan. Sistem ini dikembangkan sebagai
bagian dari upaya reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan (Marseni &

Prabawati, 2025).

Aplikasi e-Kinerja memiliki beberapafungsi, - yaitu :

1. Memohitdr Kinérjé I'Degawai' SecaraTerstruktUr -
a. e-Kinerja membantu Disnakertrans mencatat dan menilai  aktivitas
harian, bulanan, dan tahunan ASN.
b. Setiap pegawai diwajibkan melaporkan rencana kerja dan realisasi
harian berbasis indikator Kinerja individu (IKU) yang selaras dengan
IKU instansi.
2. Menilai Disiplin dan Produktivitas ASN
a. e-Kinerja mengintegrasikan data absensi, output kerja, dan waktu
penyelesaian  tugas.
b. Membantu kepala dinas melakukan evaluasi kinerja secara objektif dan
terukur.
3. Dasar Pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin)
a.  Menjadi alat utama dalam menentukan besar tunjangan Kinerja berbasis
capaian Kkerja.
b. Memastikan tukin diberikan adil dan transbaran sesuai kontribusi
masing- masing pegawai.
4. Mendukung Reformasi Birokrasi dan SPBE
a. Mendukung tujuan reformasi birokrasi: akuntabilitas, transparansi, dan

pelayanan publik yang efiien.
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b.

e-Kinerja selaras dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Ekktronik

(SPBE), memperkuat tata kelola pemerintahan digital.

5. Dokumentasi Kinerja untuk Kenaikan Pangkat dan Jabatan

a.

Data kinerja terintegrasi dengan sistem kepegawaian nasional seperti e-
PUPNS, SIASN, dan MySAPK BKN.
Menjadi  bahan penilaian untuk promosi - jabatan fungsional atau

struktural, serta kenaikan pangkat.

6. Kontrol dan Evaluasi Program Kerja Dinas

a.

Pimpinan dapat melihat sejaun mana program  Dsnakertrans
dilaksanakan oleh tiap bidang/subbidang.
Jika ada keterlambatan, bisa langsung diidentifikasi siapa dan apa

penyebabnya.

7. Sinkronisasi dengan Tujuan Pembangunan Daerah

a.

e-Kinerja membantu menyelaraskan kinerja individu dengan target
RPJMD, RENSTRA dan Rencana Aksi Dinas.
Memastikan kegiatan yang dilakukan memberi kontribusi nyata pada

peningkatan tenaga kerja dan pengelolaan transmigrasi.

Kelebihan Aplikasi e-Kinerja adalah:

1. Mempermudah Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

a.

b.

Menyediakan data kinerja secara real-time dan terstruktur.
Memudahkan atasan memantau capaian kerja bawahan dengan

transparan.

2. Meningkatkan Akuntabilitas ASN
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a.

b.

Setiap pegawai wajib menginput rencana dan realisasi kerja secara
jujur.

Mengurangi subjektivitas dan manipulasi dalam penilaian kinerja.

3. Efisiensi Waktu dan Administrasi

a.

b.

Mengurangi_penggunaan kertas dan proses manual.

Mempercepat proses verifikasi dan pelaporan kinerja.

4. Integrasi dengan Sistem Pemerintahan Lainnya

a.

b.

Terhubung dengan sistem absensi elektronik, SIASN, dan sistem
penggajian.

Memudahkan pengambilan keputusan berbasis data yang komprehensif.

5. Mendukung Pemberian Tunjangan Kinerja yang Adil

a.

Penilaian  berdasarkan capaian kerja yang nyata, bukan haya
kehadiran.
Membantu  memastikan tukin  diberikan secara transparan dan

proporsional.

6. Transparansi dan Kepastian dalam Proses Penilaian

a.

Hasil kinerja dapat diakses oleh pegawai dan atasan sehingga

transparan.

b., Meminimalisasi sengketa atau ketidakpuasan dalam_evaluasi Kinerja.

7. Mendorong Budaya Kerjayang Lebih Produktif

a.

b.

Pegawai termotivasi untuk mencapai target kerja.
Memudahkan identifikasi pelatihan atau pembinaan bagi pegawai yang

kurang perform.

52



8. Akses Online dan Fleksibel
a. Bisa diakses kapan saja dan dari mana saja selama terhubung internet.
b. Mendukung pola kerja modern seperti kerja remote atau hybrid

(Turrohma, 2025).

==

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Gambar 4.2.3 Aplikasi E-kinerja

4.2.4 Aplikasi Madani Sumbar

Aplikasi Madani  Sumbar adalah super aplikasi resmi dari Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat yang dirancang untuk mempermudah masyarakat, ASN,
wisatawan, dan pelaku usaha dalam mengakses berbagai layanan publik secara
digital. Diluncurkan pada 14 Desember 2021, aplikasi ini bertujuan mewujudkan
pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan meningkatkan pelayanan publik

secara efisien dan transparan ( Tim Padang Harian Haluan , 2021).

Aplikasi Madani Sumbar memiliki beberapa fungsi, diantaranya:

1. - Memudahkan Akses; Informasi Publik "
a. Menyediakan berita terkini, pengumuman resmi, dan informasi penting
terkait Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
b. Memberikan update kondisi bencana dan informasi darurat secara cepat.

2. Layanan Kesehatan Digital

53



Integrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi dan informasi COVID-19 untuk
membantu masyarakat memantau kesehatan dan protokol.
3. Mendukung Pariwisata danBudaya Lokal
a. Menampilkan destinasi wisata, kuliner, dan budaya Sumatera Barat
lengkap der]gar),peta dan informasi, lokasi.
b. Memperrﬁudah wisatawan dalam mencari .re‘fere.nsi dan akses ke tempat
wisata.
4. Menyediakan Informasi Lowongan dan Pelatinan Kerja
a. Menyediakan info lowongan Kkerja terbaru dan program pelatinan dari
Balai Latihan Kerja (BLK).
b. Mendukung pengembangan SDM dan penyerapan tenaga kerja.
5. Fasilitasi Investasi dan Ekonomi Digital
a. Memberikan akses informasi tentang peluang investasi di Sumbar.
b. Mendukung pengembangan usaha dan entrepreneurship mehlui
pelatihan digital
6. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah
a. Masyarakat dapat memantau realisasi anggaran dan Kinerja program
pemerintah.
b., Fitur laporan masyarakat (Sufnbar Lapar) untuk menyampaikan keluhan
atau pengaduan terkait pelayanan publik.
7. Akses Produk Hukum dan Regulasi
Memberikan kemudahan akses dokumen hukum dan regulasi yang berlaku

di wilayah Sumatera Barat.
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8. Fasilitas Laporan dan Pengaduan Masyarakat
Menjadi media interaktif antara masyarakat dan pemerintah untuk pelaporan

masalah sosial, lingkungan, bencana, dan berita hoaks.

Kelebihan Aplikasi Madani Sumbar-adalah sebagai berikut:
1. Super:Aplikasi .Térin'tégrasi '
a. Menggabungkan berbagai layanan publik dalam satu aplikasi (berita,
layanan kesehatan, pariwisata, investasi, laporan masyarakat, dll).
b. Memudahkan pengguna mengakses banyak fitur tanpa perlu install
banyak aplikasi berbeda.
2. Meningkatkan Akses Informasi dan Layanan Publik
a. Informasi resmi dan layanan pemerintah tersedia dengan mudah dan
cepat melalui. smartphone.
b. Mempercepat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
3. Mendukung Transparansi Pemerintahan
a. Fitur monitoring realisasi anggaran dan layanan pengaduan masyarakat
meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas.
b. Masyarakat dapat memantau langsung kinerja pemerintah daerah.
4. Fokus pada Pemberdayaan Masyarakat dan SDM
a.. 'Program  pelatinan digital dan informasi lowongan - kerja mendukung
peningkatan kapasitas dan peluang ekonomi masyarakat.
b. Menumbuhkan ekosistem kewirausahaan berbasis teknologi.
5. Kemudahan Penggunaan dan Aksesibilitas

a. Tampilan user-friendly dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan.

55



b. Bisa diakses kapan saja dan di mana saja selama ada koneksi internet.
6. Mendukung Pengembangan Pariwisata Lokal
a. Informasi lengkap destinasi wisata dan kuliner membantu promosi
pariwisata Sumbar.
b. Mempe‘rmud_alh ( wisatawan, dalam merenganakan perjalanan.
7. Keam‘anan‘dan ‘Keandalan | |
a. Sistem resmi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sehingga data
dan informasi yang disajikan terpercaya.
b. Menggunakan protokol keamanan digital untuk melindungi data

pengguna.

G Shgn by Seoghe

Gambar 4.2.4 Aplikasi Madani Sumbar

4.2.5 Aplikasi SIRUP
Aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) adalah
platiorm resmi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

yang digunakan untuk merencanakan dan mengumumkan rencana umum pengadaan
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barang/jasa oleh instansi pemerintah. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan

transparansi,

akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan pemerintah

(Pambudi, 2024).

Aplikasi SIRUP memiliki beberapa fungsi, - yaitu :

1. Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasayang Terstruktur

a.

Disnaker dapat merencanakan kebutuhan pengadaan barang dan jasa
secara sistematis dan terintegrasi.

Memastikan pengadaan yang dibutunkan untuk operasional dan

program Disnaker tercatat dan terkelola dengan baik.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

a.

b.

Semua rencana pengadaan yang dibuat Disnaker dipublikasikan secara
terbuka, sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan dapat
memantau prosesnya.

Mengurangi risiko korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengadaan.

3. Memudahkan Monitoring danPengawasan

a.

Kepala Disnaker dan pengawas dapat memantau status pengadaan
secara real-time lewat dashboard SIRUP.
Memudahkan identifikasi . potensi ymasalah atau keterlambatan dalam

proses pengadaan.

4. Efisiensi Proses Pengadaan

a.

b.

Mempercepat proses perencanaan dan persetujuan  pengadaan
barang/jasa.

Mengurangi birokrasi dan penggunaan dokumen manual.
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5. Integrasi dengan Sistem Pemerintah Lainnya
a. Data pengadaan Disnaker terintegrasi dengan sistem pengadaan
nasional dan regional.
b. Memastikan sinkronisasi dataanggaran dan kebutuhan pengadaan.
6. Mempermudah Pglaporan dan Audit
a. bata renéana pengadaan yang terdokuméritasi. dengan baik membantu
Disnaker dalam pelaporan kegiatan kepada atasan dan auditor.
b. Memudahkan proses audit internal maupun eksternal terkait pengadaan

barang dan jasa (Sedana,et.al., 2025).

Kelebihan Aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)
yang dikembangkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah) adalah:

1. Meningkatkan Transparansi Publik

a. Rencana umum pengadaan dari seluruh instansi pemerintah dapat
diakses publik melalui situs httpsi//sirup.lkpp.go.id.

b. Membantu mencegah praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan
masyarakat.

2.-Mendukung Perencanaan yang .Tepat dan Terintegrasi

a.. 'Membantu instansi menyusun rencana pengadaan sejak awal tahun
anggaran secara sistematis.

b. Terintegrasi dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), e-
Procurement (SPSE), dan sistem perencanaan lainnya.

3. Memudahkan Monitoring dan Pengawasan
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Pimpinan, auditor, dan pengawas bisa memantau seluruh rencana
pengadaan yang telah diinput oleh unit kerja.
Status dan progres pengadaan dapat dilihat secara real-time melalui

dashboard.

4. Efisiensi- Administrasi,

a.

b.

Mengurangi penggunaan dokumen manual (kertas) dan proses berulang.

Mempercepat input data, verifikasi, dan publikasi rencana pengadaan.

5. Sebagai Syarat Pengadaan Resmi

a.

b.

Pengadaan tidak dapat dilakukan jika belum diumumkan dalam SIRUP
sesuai Perpres No. 16 Tahun 2018.

Menjadi legalitas awal pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah.

6. Meningkatkan Kualitas Data Pengadaan

a.

Format input yang baku dan sistem validasi otomatis meminimalkan
kesalahan.

Data dapat diolah menjadi laporan, grafik, dan analisis kebutuhan

instansi.

7. Mendukung Evaluasi Kinerja Instansi

a.

Memberikan gambaran sejauh mana rencana pengadaan dijalankan dan
sesuai target.
Dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan keuangan

dan anggaran di tahun berikutnya.

8. Dapat Diakses Secara Online
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Bisa diakses dari mana saja melalui internet, mendukung kerja fleksibel,
khususnya bagi pejabat pembuat komitmen (PPK), PA/KPA, dan admin

pengadaan (Gunawan,et.al.,2025).

A
Sistemiinformasi

Gambar 4.2.5 Aplikasi SIRUP

4.3  Dampak dari Penggunaan Sistem Informasi Berbasis Teknologi Pada
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Provinsi Sumatera Barat

Penerapan sistem informasi berbasis teknologi di Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatera Barat telah membawa kontribusi

signifikan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan SDM dan kinerja pegawai.

Berbagai dampak positif yang teridentifikasi meliputi:

1. Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Pelayanan
Sistem Informasi  Ketenagakerjaan (Sisnaker) telah merevolusi pelayanan.
Masyarakat Kkini bisa mengurus Kartu Kuning (AK-1), mengakses informasi
~ lowongan kerja, dan, - mengelola data ketenagakerjaan secara. ‘daring. Ini
menghasilkan peningkatan tfansparansi dan efisiensi Ia$/anan, sekaligus
mempermudah akses yang sebelumnya memakan waktu lebih lama secara
manual.

2. Pengelolaan Kinerja Pegawai yang Lebih Objektif dan Terukur
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Dengan aplikasi e-Kinerja dan sistem absensi daring, Disnakertrans mampu
memantau kinerja pegawai secara real-time. Penilaian menjadi lebih objektif
karena didasarkan pada data kehadiran, produktivitas, dan capaian target. Ini
juga memungkinkan pemberian umpan balik yang konstruktif untuk peningkatan
profesionalisme . peggwgi,

3. Pengembangan Korﬁpetensi dan Kewirausahaan
Implementasi  Aplikasi  Madani ~ Sumbar telah  mendorong peningkatan
kompetensi ASN melalui pencatatan target Kkinerja dan pelatinan berbasis
teknologi. Lebih jauh, program kewirausahaan digital turut meningkatkan
keterampilan masyarakat di luar sektor formal, dengan lebih dari 113.000
wirausahawan baru berhasil dikembangkan. Kontribusi ini secara langsung
berkorelasi dengan penurunan angka pengangguran terbuka di Sumatera Barat.

4. Peningkatan Kolaborasi dan Integrasi Data
Penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) telah
meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran serta
proses pengadaan barang/jasa. Integrasi sistem ini dengan platform lain juga
mengurangi  potensi - penyimpangan anggaran - dan meningkatkan efisiensi
administrasi.

5.-Pemantauan- dan Pengawasan ' yang Lebih Efektif
Sistem informasi digital secara keselurunan memudahkan pimpinan instansi
untuk memantau aktivitas dan Kkinerja pegawai secara aktual. Hal ini memastikan

pengambilan keputusan yang lebih tepat, cepat, dan berbasis data.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab 1 sampai dengan bab 4, dapat disimpulkan beberapa

point- point di bawah ini:_

1. Penerapan Sistem Informasi Berbasis Teknologi Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi  Provinsi Sumatera Barat telah menerapkan berbagai sistem
informasi modern seperti Sisnaker, Absensi Online, e-Kinerja, Madani Sumbar,
dan SIRUP guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam
pengelolaan sumber daya manusia serta pelayanan publik.

Manfaat Nyata SistemInformasi :

a. Meningkatkan efisiensi administrasi dan layanan publik.
b. Mempermudah monitoring dan evaluasi kinerja pegawai.
c. Mendorong pengembangan SDM melalui pelatinan digital dan akses informasi

kerja.

d. Meningkatkan transparansi pengadaan barang/jasa dan realisasi anggaran.

2. Kendala yang Dihadapi

a. Rendahnya literasi digital pada sebagian pegawai, khususnya usia 40 tahun ke
atas.

b. Pelatihan SDM yang belum merata, sehingga terjadi kesenjangan keterampilan
dalam menggunakan sistem.

c. Ketiadaan panduan teknis yang jelas, menyebabkan ketergantungan pegawai

pada rekan kerja atau tim IT.
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Keterbatasan infrastruktur, seperti jaringan internet dan perangkat komputer yang
belum merata.

Keterbatasan anggaran, menghambat pengadaan fasilitas serta pengembangan
kompetensi secara berkelanjutan.

Dampak Positif Implementasi Sistem Informasi Berbasis Teknologi

a. Transparansi. dan éﬁs'iénsi Iayanan; meningkat,’ khususnya dalam pengurusan
AK-1, pelaporan, dan pengaduan.

b. Kinerja pegawai lebih terukur dan objektif melalui integrasi data absensi dan
capaian target kerja.

c. Peningkatan kompetensi masyarakat dan ASN, serta dukungan terhadap
pengembangan kewirausahaan berbasis digital.

d. Pengawasan yang lebih efektif, memungkinkan pimpinan  mengambil

keputusan berbasis data aktual.

Keselarasan dengan Regulasi Pemerintah Implementasi Sistem Informasi ~ tersebut
mendukung arahan dari Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun
2018 dan mendukung kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE).

Rekomendasi untuk Optimalisasi

Perlu-peningkatan literasi digital bagi selurun pegawai melalui-pelatinan berkala
dan menyeluruh.

Penyusunan panduan teknis yang praktis dan user-friendly untuk setiap sistem
informasi.

Penguatan infrastruktur dan alokasi anggaran agar penerapan sistem dapat

berjalan optimal dan merata di seluruh unit kerja.
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5.2 Saran

1. Bagi Penulis

Penulis diharapkan terus mengembangkan wawasan dan keterampilan di bidang
administrasi  perkantoran  berbasis  teknologi informasi, terutama dalam
menghadapi tantangan era digitalisasi birokrasi.

Penulis perlu - memperdalam kemampuan analisis - terhadap sistem informasi
pemerintahan ~agar dap'a;[ memberikan ‘Kontribusi Ylebin| besar ketika terjun ke
dunia kerja, khususnya disektor publik atau pelayanan masyarakat.

Pengalaman  penelitian  ini  diharapkan menjadi landasan awal untuk
menumbuhkan kepedulian dan ketertarikan dalam mendukung transformasi

digital dilingkungan kerja mana pun nantinya.

2. Bagi Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat

Perlu dilakukan pelatihan literasi digital secara berkala dan menyeluruh kepada
seluruh pegawai, termasuk generasi yang belum terbiasa dengan sistem digital,
agar tidak terjadi kesenjangan kompetensi.

Penyusunan panduan teknis penggunaan sistem informasi yang praktis, ringkas,
dan mudah dipahami sangat disarankan untuk meminimalkan ketergantungan
pegawali terhadap tim teknis.

Disarankan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan infrastruktur, seperti
koneksi internet dan perangkat kerja di selurun unit agar penggunaan sistem
berjalan optimal.

Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang lebih memadai untuk
pengembangan SDM dan modernisasi; perangkat pendukung, sehingga digitalisasi

bisa berjalan lebih merata” dan berkelanjutan.

3. Bagi Universitas

Universitas diharapkan lebih aktif dalam menyelaraskan kurikulum pendidikan
vokasi dengan perkembangan teknologi informasi yang diterapkan di sektor

pemerintahan.
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b. Perlu ditingkatkan kerja sama antara universitas dengan instansi pemerintahan,
seperti Disnakertrans, dalam bentuk magang, riset terapan, dan pengabdian
masyarakat, sehingga mahasiswa dapat terlibat langsung dalam proses digitalisasi

administrasi  publik.
c. Universitas juga diharapkan menyediakan pelatihan atau workshop tambahan

mengenai sistem informasi pemerintahan, sebagai bekal praktis bagi mahasiswa

jurusan administrasi pe
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